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ABSTRAK  

 

PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP 

PERILAKU HAKIM 

 

FARA SAGITA 

502018367 

 

 Dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial mempunyai tugas 

melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan 

kehormatan dan keluhuruan martabat serta menjaga perilaku hakim, karena dalam 

kenyataannya sekarang ini masih banyak perilaku hakim yang masih belum 

terjangkau pengawasannya oleh Komisi Yudisial. Untuk kepentingan pelaksanaan 

kewenangannnya, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi 

terhadap hakim yang melakukan penyimpangan kepada pimpinan Mahkamah 

Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.  

 Permasalahan yang dikemukakan adalah Bagaimanakah pengawasan 

Komisi Yudisial Terhadap Perilaku hakim, dan apakah faktor-faktor penghambat 

Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif dalam bentuk bahan hukum primer dan sekunder ditambah dengan data 

lapangan sebagai data penunjang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan 

dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh 

kekuasaan lainnya. Dalam pelaksanaan kewenangannya Komisi Yudisial 

mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Adhoc, menjaga dan 

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan 

kode etik / pedoman perilaku hakim bersama Mahkamah Agung serta menjaga 

dan menegakkan pelaksanaan kode etik serta atau pedoman perilaku hakim. 

Dalam melakukan pengawasan Komisi Yudisial menerima laporan 

masyarakat dan atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik dan 

atau pedoman perilaku hakim serta dapat meminta keterangan atau data kepada 

badan peradilan dan atau hakim, faktor-faktor penghambat Komisi Yudisial dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim antara lain Komisi Yudisial 

belum mampu untuk melakukan eksekutorial atau memaksakan kewenangannya 

apabila ada hakim yang melakukan penyimpangan, adanya kesulitan dalam 

menemukan bukti, sering kali laporan masyarakat terhadap hakim tidak cukup 

untuk dapat diteruskan ke proses hukum, serta adanya kesulitan untuk 

memperoleh data atau keterangan kepada badan peradilan dan atau hakim. 

 

Kata Kunci : Pengawasan, Komisi Yudisial, Perilaku Hakim 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

 Sebenarnya ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan 

fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah 

hal yang baru. Dalam pembahasan RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan 

lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). 

Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan 

terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkenaan dengan 

pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman 

jabatan para hakim, yang diajukan, baik oleh MA maupun Materi Kehakiman. 1 

 Ide tersebut muncul kembali dan menjadi wacana kuat sejak adanya desakan 

penyatuan atap bagi hakim tahun 1998-an. Sebagaimana diketahui, pada tahun 

1998 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-

Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi 

Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. TAP MPR tersebut menyatakan 

perlunya segera diwujudkannya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi 

yudikatif dan eksekutif.  

 

                                                           
1 Rifqi Sjarief Assegaf, Pengantar, dalam Wim Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa 

Negara Uni Eropa, Lembaga Kajian dan Advoksai Untuk Indepensasi Peradilan (LeIP), Jakarta : 

2002, hlm v-vi. 

1 
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 Namun, ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Setelah adanya 

komitmen politik untuk memberlakukan penyatuan atap-pemindahan kewenangan 

administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan dari departemen ke 

MA-muncul kekhawatiran baru di kalangan pemerhati hukum dan organisasi 

nonpemerintah yaitu kekhawatiran akan lahirnya monopoli kekuasaan kehakiman 

oleh MA. Selain itu, ada kekhawatiran pula bahwa MA tidak akan mampu 

menjalankan tugas barunya itu dan hanya mengulangi kelemahan yang selama ini 

dilakukan oleh departemen. 2 

 Untuk menghindari permasalahan-permasalahan diatas, kalangan pemerhati 

hukum dan organisasi non pemerintah menganggap perlu dibentuk Komisi 

Yudisial. Komisi ini nantinya diharapkan dapat memainkan fungsi-fungsi tertentu 

dalam sistem yang baru, khususnya rekrutmen Hakim Agung dan pengawasan 

terhadap hakim.  

 Menurut Jimly Asshiddiqie,3 maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam 

struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar 

struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, 

penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini 

dimaksudkan untuk menjaga dan menengakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran 

martabatnya, itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial 

                                                           
2 Ibid 
3 Jimly Asshiddiqie, “Kata Pengantar” dalam buku A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial & 

Reformasi Peradilan, ELSAM, Jakarta : 2004, hlm xiii-xiv 
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(independent and impartial judiciary) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus 

diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum 

maupun dari segi etika. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang 

independen terhadap para hakim itu sendiri.  

 Meskipun lembaga baru ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi 

keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari 

ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim 

dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus 

dihormati, dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga 

bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial. 4 Khusus terhadap Mahkamah Agung, 

tugas Komisi Yudisial itu dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan 

Hakim Agung, sedangkan pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim 

konstitusi misalnya, tidak dikaitkan dengan Komisi Yudisial.  

 Rumusan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga 

dapat menimbulkan kontroversi tersendiri di kemudian hari. Di situ dirumuskan 

dengan sangat jelas : “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang 

mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam 

rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku 

hakim”. Artinya, tugas pertama komisi ini adalah mengusulkan pengangkatan 

Hakim Agung dan tugas keduanya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat serta perilaku hakim. Karena tugas pertama dikaitkan dengan 

‘hakim agung’ dan tugas kedua dengan ‘hakim’ saja, maka secara harfiah jelas 

sekali artinya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga (preventif) dan 

menegakkan (korektif dan akhir masa jabatannya. Ketua, Wakil Ketua, dan 

Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh 

Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan : (a) 

melanggar sumpah jabatan; (b) dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak 

pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

                                                           
4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 

2005, hlm 199. 
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kekuatan hukum tetap; (c) melakukan perbuatan tercela; (d) terus-menerus 

melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau (e) melanggar 

larangan rangkap jabatan. 5 

 

 Dalam melaksanakan wewenangnya, Komisi Yudisial mempunyai tugas 

melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan 

kehormatan dan keluhuruan martabat serta menjaga perilaku hakim, karena dalam 

kenyataannya sekarang ini masih banyak perilaku hakim yang masih belum 

terjangkau pengawasannya oleh Komisi Yudisial. Untuk kepentingan pelaksanaan 

kewenangannnya, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi 

terhadap hakim yang melakukan penyimpangan kepada pimpinan Mahkamah 

Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.  

 Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. 

Pertanggungjawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara : (a) menerbitkan 

laporan tahunan; dan (b) membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. 

Laporan tersebut setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut : (a) laporan 

penggunaan anggaran; (b) dana yang berkaitan dengan fungsi pengawasan; dan 

(c) data yang berkaitan dengan fungsi rekruitmen Hakim Agung. Laporan 

disampaikan pula kepada Presiden. 6 

 

 Dari penegasan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan Komisi Yudisial 

dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk ke dalam struktur 

lembaga negara setingkat dengan Presiden dan bukan lembaga pemerintahan yang 

bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen yang dalam istilah 

lain disebut lembaga negara mandiri (state auxiliary institution). Menurut Ahsin 

Thohary, Komisi Yudisial tidak sama dengan, misalnya Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI), dan komisi-komisi lainnya, karena dua alasan sebagai berikut :  

                                                           
5 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, 

hlm 218 
6 Ibid,hlm 219 
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a. Kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu 

Pasal 24B 

b. Komisi Yudisial secara tegas dan tanpa keraguan merupakan bagian dari 

kekuasaan kehakiman karena pengaturannya ada dalam Bab IX Kekuasaan 

Kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945.7 

Melalui lembaga ini diharapkan dapat diwujudkan lembaga peradilan yang 

sesuai dengan harapan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan hukum dan 

pencapaian keadilan melalui putusan hakim yang terjaga kehormatan dan 

keluhuran martabat serta perilakunya. 

Apalagi setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah diatur tentang 

pembentukan Majelis Kehormatan Hakim terkait dengan adanya usulan 

pemberhentian hakim Agung. Majelis tersebut dibentuk oleh Mahkamah Agung 

dan Komisi Yudisial paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak 

tanggal diterimanya usul pemberhentian Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim 

terdiri atas 3 orang Hakim Agung dan 4 orang anggota Komisi Yudisial. Dan 

untuk kepentingan tersebut telah lahir Keputusan Bersama Ketua Mahkamah 

Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 

02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang 

ditetapkan di Jakarta 8 April 2009. 

Dalam melaksanakan wewenangnya Komisi Yudisial mempunyai tugas 

melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan 

                                                           
7 Ibid, hlm 219-220. 
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kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Sebagaimana 

fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan tugas hakim pada umumnya, tidak 

jarang terjadi penyimpangan hakim dalam melaksanakan tugas mulianya, 

misalnya keberpihakan hakim dalam memutus perkara, suap menyuap dan 

sebagainya. Intinya merusak kehormatan hakim tersebut dalam menjaga martabat 

dan perilakunya sebagai penegak hukum.  

Berdasarkan kenyataan diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya secara 

lebih dalam bentuk penelitian tesis dengan judul “Pengawasan Komisi Yudisial 

terhadap Perilaku Hakim”.  

B. Rumusan Permasalahan  

 Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada latar belakang 

diatas, maka rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku hakim ?  

2. Apakah faktor-faktor penghambat Komisi Yudisial dalam melaksanakan 

pengawasan terhadap perilaku hakim ? 

C. Ruang Lingkup  

 Penelitian ini termasuk dalam ruang Hukum Tata Negara dengan membatasi 

kajian mengenai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dikaitkan dengan 

ketentuan pasal 24 B ayat 1 UUD 1945, dan pengawasan yang dilakukan Komisi 

Yudisial terhadap perilaku hakim dan faktor-faktor penghambatnya serta 

mengkaji hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan.  
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D. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan secara lengkap, rinci, jelas 

dan sistematis bentuk karya ilmiah sebagai hasil analisis yuridis normatif 

dalam rangka :  

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tugas dan kewenangan Komisi 

Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim  

b. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor penghambat 

Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap 

perilaku hakim  

E. Kerangka Konseptual  

a. Kewenangan adalah hak-hak normatif yang diberikan kepada suatu lembaga 

atau instansi melalui undang-undang untuk menindak secara hukum 

terhadap lembaga atau personel tertentu yang dianggap melanggar hukum 

dan moral. 8 

b. Pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai 

kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi suatu 

lembaga atau person apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak9 

c. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan 

mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mengawasi pelaksanaan 

                                                           
8 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit, hlm 187 
9 Ahmad Fadlil Sumadi, Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan, Setara Press, Jakarta, 

2013, hlm 67 
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tugas hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran 

martabat, dan perilaku para hakim. 10 

d. Perilaku hakim adalah sikap dan pembawaan hakim sebagai pejabat negara 

yang apabila tidak dijaga dengan baik dapat merusak kewibaan hakim.11  

F.  Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yakni penelitian 

akan mengkaji data kepustakaan (data sekunder) yang berkaitan dengan 

permasalahan. Data sekunder yang dikumpulkan adalah dalam bentuk bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. 

2. Sumber dan Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

menelusuri literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier 

dalam bentuk : 

1. Bahan Hukum Primer adalah semua produk hukum yang berlaku 

misalnya :  

 Undang-Undang Dasar 1945 

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial  

                                                           
10 A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Eisam, Jakarta, 2004, hlm 

47 
11 Ibid, hlm 76 
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 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman  

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi  

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  

 Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait  

2. Bahan Hukum Sekunder dalam bentuk buku, hasil penelitian serta 

makalah-makalah yang terkait dengan permasalahan  

3. Bahan Hukum Tersier dalam bentuk kamus, indeks, ensiklopedi dan 

lain-lain  

3. Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam pengumpulan data, penulis mengambil langkah untuk memperoleh 

data sekunder, dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis serangkaian 

dokumen, dengan cara membaca berbagai buku-buku, menelaah peraturan 

perundang-undangan dan informasi tertulis lainnya. 

4. Teknik Pengolahan Data  

 Setelah data terkumpul baik data sekunder maupun data lapangan kemudian 

diolah dengan cara memeriksa kelengkapan, kejelasan dan relevansinya dengan 

penelitian, selanjutnya dilakukan rekonstruksi, data secara sistematis dan akurat.  

5. Teknik Analisis Data  

 Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu dengan 

menguraikan data kedalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan 
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sistimatis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut 

dan untuk mempermudah penarikan kesimpulan. 

G. Sistematika Penulisan  

 Rancangan penelitian (skripsi) ini disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :  

Bab  Pertama, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, 

perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika 

penulisan.  

Bab Kedua, berisikan Tinjauan Pustaka, tentang Negara Hukum, Pengawasan 

dan Pembinaan Pengadilan serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 

sebagai Tolak Ukur dalam Pengawasan Perilaku Hakim.  

Bab  Ketiga, merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Pengawasan 

Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dan faktor-faktor penghambat 

Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim  

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-

saran 
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